
Menimbang 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR  24  TAHUN 2022

TENTANG 

PERUBAHAN REN CANA STRA TEGIS 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2018- 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat ( 1) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal
123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

c. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah sebagai dokumen
perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun;



Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis 
Inspektorat Daerah Ka bu paten Pasuruan Tahun 2018-
2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13 . Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Evaluasi 
Rencana 
Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Dae rah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 



Menetapkan 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 
2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2009-2029; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Ka bu paten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2018-2023. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN 
PASURUAN TAHUN 2018-2023 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 
Pasuruan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Inspektorat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2005-2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2018-2023. 



7. Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya 
disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8 . Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan lnspektorat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA 

INSPEKTORA T DAERAH 

Pasal 2 

(1) Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan 
penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. 

(2) Perubahan Renstra Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun 
Renja Inspektorat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan 
rancangan RKPD. 

Pasal 3 

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah disusun sebagai berikut: 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

: PENDAHULUAN; 

: GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH; 

: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT 

DAERAH; 

: TUJUAN DAN SASARAN; 

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; 

: KINERJA PENYELENGGARAAN BID ANG URUSAN. 

:PENUTUP 



Pasal 4 

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah berikut matriknya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Inspektur Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah 
dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang 
dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 . 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Inspektur Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Inspektorat Daerah. 

(2) Inspektur Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Inspektur 
Daerah. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 
2024, Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai 
acuan untuk menyusun Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024. 



BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 
18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 1agi. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

lnspektur Daerah 

Kabag. Hukum 

Sekretaris lnspektorat 
Daerah 
Kabid. PPM 
Ba 

Tanggal 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN 

ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

        ttd.

M. IRSYAD YUSUF

ANANG SAIFUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 24 



PENJELASAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 24 TAHUN 2022 
TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN 
PASURUAN TAHUN 2018 - 2023 

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun 
perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan 
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra 
lnspektorat Daerah, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun 
kedepan. Oleh sebab itu dokume�nstra lnspektorat Daerah harus selaras 
dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, 
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya. 

Dalam rangka penyusunan Renstra lnspektorat Daerah dan Renja 
lnspektorat Daerah, lnspektorat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan 
harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan 
Perubahan Renstra lnspektorat Daerah dilakukan satu bulan setelah 
penetapan penyusunan Perubahan RPJMD. 

Adapun tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah meliputi, 
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan 
Rancangan, Pelaksanaan Forum Inspektorat Daerah /lintas Renstra 
Inspektorat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra. 

Renstra lnspektorat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan 
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 
wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan 
fungsi setiap Inspektorat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD 
dan bersifat indikatif. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: 

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7 

Dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 ini 

dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja 

Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 

disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 76 



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR : 24_ TAHUN 2022 
TANGGAL : ,3 -f- 2022 

1.1. LATAR BELAKANG 

BABI 
PENDAHULUAN 

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

dlse·but RENS'l'RA SRPD ada1ah dokumen perencanaan SRPD untuk 

periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program 

dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan 

fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat 

Indikatif. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen 

-peTeT1C&.T1aar1 daer ah y aT1g rr1erTn1at isi, rr1isi dar1 ar c:th keb1'jakan, 

program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan kurun 

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai 

penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap 

pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi 

pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan periode RPJMD Perubahan 

Tahun 2018 - 2023 yaitu "Menuju Kabupaten Pasuruan yang 

Sejah-tera, Mastaha't, dan Berdaga Sa.trig~ 

Fungsi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah 

sebagai Roadmap dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan selama 5 

{limaj tahun dan Pedoman meQyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja,). 

Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu program 

dan kegiatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, unsur staf 

dan pengawasan memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Visi, Misi 

Kepaia Daerah ditujukan untuk mendorong dan mensukseskan 

pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 

2018-2023 maka diperlukan rencana strategis SKPD yang merupakan 

bagian dari RPJMD Kabupaten Pasuruan. 

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023 

memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai 

selama lima (5) tahun yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan. 

Renstra tns-pektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 2018--2023 menjadi 

1 



dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja). Dalam bentuk program dan 

Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

·(RKPD) Kabupaten Pasuruan. 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah 

Kabupaten Pasuruan yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

2. Undang-undang Nomor 25 T.ah.un 2004 tentang Si.stem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025; 

4. U11dang-Undang Nmnnr 23 Tahun 2014 te11tang P-emerintahan Daer ah 

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Rep~o.b1ik indonesia i{DYnt>r- S679j; 

5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Nasional; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

8. Peratwra11 Pen1erintah i{rn:r 1m· i2 Ta.hun '2vi7 tentang Pen1binaan llan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah 

i 1. Peraro.tan Menteri Dalam Negeti i{omor- 67 tahun 20 i 1 t entang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

I 2 



di daerah 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

'Car a Per encanaan, Pengendatian dan Evaluasi ?e-mbangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah; 

13. Peraturan Menteri daiam Negeri Nomor ·90 Tab-an 20t9 ten.tang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah; 

14. Ke_putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah; 

15. Kep-at asan Menteri Kesehatan Rep·ablik Indonesia Nomor 

HK.01.07 /MENKES/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan 

Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka 

Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 

{Covid-19); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah; 

17. Per aturan Daerah Kabupat en Pasuruan Numor 1'0 Tahun 2021 

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Pasuruan 2018-2023; 

18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang 

kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2018 -2023 adalah: 

1) Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan kedalam program 

dan kegiatan tima tahu-n kede-pan; 

2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan 

Inspektorat Daerah Kabu paten Pasuruan dalam perencanaan 

I 



jangka menengah; 

3) Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan 

·pe·nyeienggaraan ·pengendaiian internal ·pemerintah yang transparan 

dan akuntabel. 

4) Menjamin konsistensi pembangunan lnspektorat Daerah Kabupaten 

Pasuruan dengan dokumen perencanaan lainnya. 

5) Menjamin komitmen seluruh pelaksana untuk berperan sesuai 

dengan kewenangan. 

6) Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Inspektorat 

DaeTah Kabupaten Pasuruan daiam mewujudka:n pembangunan 

yang sinergis dengan pembangunan Kabupaten Pasuruan. 

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten 

Pasuruan tahun 2018-2023 adalah : 

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan 

Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam 

mencapai target RPJMD tahun 2018 - 2023. 

'2. Sebag-ai. dasar penyusunan Rencana Kelja 'fahunan 1nspe1tturat 

Daerah Kabupaten Pasuruan. 

3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan 

pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan baik 

tahunan maupun lima tahunan. 

4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang 

berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran 

·pe-mbangunan daerah. 

5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi 

yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas 

daerah. 

6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna 

pendukung program dan kegiatan prioritas. 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan : 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Bab II Gambaran Pelayanan lnspektorat Daerah 

2 .1 Togas, Fun gsi dan Struktur Organisasi inspekturat Daerah 

2 .2 Sumber Daya Inspektorat Daerah 

2 .3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelay anan Inspektorat 

Daerah 

Bab III Permasalahan dan lsu - lsu Strategis 

3 .1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Peiayanan inspektorat Daerah 

3 .2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 

3 .3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Bab IV 'Tujuan, sasa~ran, stra'tegi dan Keb1jakan 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah 

Bab V Strategi dan Arab Kebijakan 

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Bab VIII Penutup 



BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH 

KABUPATENPASURUAN 

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai 

berikut; 

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

(2) Inspektorat Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat 

t 1) dipim-pin oieh lnspektur Daerah; 

(3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah; 

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari : 

a. Inspektur Daerah; 

b. Sekretariat membawahi: 

l. Sub Bagian Perencanaan; 

2 . Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; 

3 . Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. 

c. Inspektorat Pembantu I; 

d. Inspektorat Pembantu II; 

e. Inspektorat Pembantu III; 

f. Inspektorat Pembantu IV; 

g. Inspektorat Pembantu V; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada 

Inspektur Daerah dan masing-masing Inspektorat Pembantu berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Masing

masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Bagan Struktur Organtsasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 

dapat dilihat dalam bagan tabel 2. 1. 





Adapun tugas pokok dan fungsi dari Inspektur Daerah, Sekretaris, dan 

masing-masing Inspektorat Pembantu antara lain : 

a. Inspektur Daerah, mempun ai tugas membina dan menga: asi 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektur Daerah 

Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi : 

a . Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan 

serta fasilitasi pengawasan; 

b. Petaksanaan -pembinaan dan -pengawasan inremai temada--p kinerja 

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

pemutakhiran dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu 

atas penugasan Bupati; 

d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan; 

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

f. Pembinaan dan -pengawasan -pelaksanaan -program refonnasi 

birokrasi; 

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan 

administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. 

Untuk melaksanakan 1:ugas sebagaimana dimaksud Sekretaris 

mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran 

pengawasan, peny1apan penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama; 

b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, 

analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring 

dan evaiuasi -penca-paian kinerja; 

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan 

d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah 

tangga. 

Sekretaris membawahi : 

1. Sub Bagian Perencanaan 
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2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi 

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 

Masing-mastng SUb 'Bagia.n dipimpin o1eh Kepata SUb Bagian ang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan 

bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja 

pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan 

perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi. 

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud mempunyai 

fungsi ': 

I 

a. Pengkoordinasian penyiapan rencana dan pelaporan program 

kerja serta anggaran Inspektorat Daerah; 

b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja 

pengawasan; 

c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan 

serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan 

d. Kooniinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP tam.nya 

dan Aparat Penegak Hukum. 

(2) Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian 

rencana/ program kerja administrasi, inventarisasi, analisis, 

evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan 

serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil 

penga asan. 

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 

mempunyai fungsi : 

a. Penginventarisasian hasil pengawasan; 

b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan; 

c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan 

evaluasi pengawasan; 

tl. Pe·nrtokumentasian hasi1 pemutakhiran tintlak lanjut hasil 

pengawasan; dan 

e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan 

kinerja Inspektorat Daerah. 



(3) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, 

mempunyru tugas menyiapkan bahan penyusunan dan 

pengenrtaiian rencana/program kerja urnsan kepega: aian, tata 

usaha, perlengkapan, dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, 

penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, pelaporan 

keuangan, peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya 

Aparatur. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 

sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; 

b. Petaksanaan "ta.ta usaha dan pembinaan tata usaha In-spektorat 

Daerah; 

c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan asset Inspektorat 

Daerah; 

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas 

laporan pemeriksaan keuangan; 

f. Petaksanaan perbendaha:raan; dan 

g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan. 

c. lnspektorat Pembantu I, II, Ill dan IV, mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap 

pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah. 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan 

fung-si : 

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan 

pengawasan terhadap perangkat daerah; 

b . Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan 

fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

d. Pembina.an dan pengawasan keuangan dan kine1ja perangkat 

daerah; 

e . Pembina.an dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang melipu ti bidang tugas perangkat daerah; 

f. Pembina.an dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi 

perangkat daerah; 



g. Penyiapan perurnusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pernerintahan daerah; 

h. Kerja sama pelaksa.naa.n pembinaan dan Pengawasan dengan 

Aparat Pernbinaan dan Pengawas Internal Pernerintah lainnya; 

i. Pernantauan dan pernutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; 

J. Pelaksanaan dan pernbinaan pengawasan untuk tujuan tertentu; 

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pernbinaan dan 

pengawasan; dan 

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur 

DaeTah. 

d. Inspektorat Pembantu V, rnernpunyai tugas khusus rnelaksanakan 

perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan pencegahan korupsi dan 

penanganan pengaduan rnasyarakat serta pe1aksanaan Audit 

Investigatif. 

Inspektorat Pernbantu V sebagairnana dirnaksud rnernpunyai fungsi: 

a. Pelaksanakan koordinasi dan su pervisi pencegahan tindak pidana 

korupsi; 

b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengaduan rnasyarakat 

dan audit investigatif; 

c. Perencanaan program penanganan pengaduan rnasyarakat dan audit 

investigatif; 

d. Pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan rnasyarakat dan 

-audit investi.gatif dengan pih0ak-pihak te rkait; 

e. Pelaksanaan penanganan pengaduan rnasyarakat dan pelaksanaan 

audit investigatif; 

f Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pelaksanaan koordinasi 

penanganan pengaduan rnasyarakat dan audit investigatif; dan 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur 

Daerah. 

rerobagia.n togas da.n 1ang-si kedaiam rna~in.g-inasing ur1il keija 

Inspektorat Pernbantu sebagairnana dirnaksud ditetapkan setiap tahun 

oleh Inspektur Daerah dengan rnernperhatikan beban kerja dan 

kebutuhan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional, sebagairnana dirnaksud terdiri atas 

tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pernerintahan 

Daerah, Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalarn 

tieberH_pa kekmrpt>'k jaba.tan f un gsiun a.i sesuai der1gan bidar1g 
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keahliannya yang kedudukannya dibawah Inspek,tur Pembantu. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melfukan kegiatan 

bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dej gan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban 

kerja. 

Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Untuk kelancaran dan fleksibilitas pembinaan dan pengawasan, maka 

penugasan tenaga fungsionai disesuaikan dengan kebutuhan. 

TATAKERJA 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur Daerah, 

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok 

Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 

organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar 

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di 

Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di 

Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud bertanggungjawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di 

Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud wajib mengikuti 

dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing

masing. 

Setiap taporan yang diterima oieh pimptnan dan pejabat administrator 

serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah wajib diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 

untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, 

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain 

yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
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PENGISIAN JABATAN 

Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai 

Aparatur Stpii Negara yang memenuhi syarat atas usul SekretaTis Daerah 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

( 1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pemberhentian dan Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur 

Pembantu dengan terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis 

kepada Gubemur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). 

"(3j Peg-awai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan 

tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat 

Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi: 

a. Teknis; 

b. Manajerial; dan 

c. Sosial Kultural. 

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat 

Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. 

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis 

fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan 

dengan sertifikasi. 

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

diukur daTi tingkat pendidikan, pelatihan struktura.1 atau manajemen 

dan pengalaman kepemimpinan. 

(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat 

majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki 

wawasan kebangsaan. 

(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

Bntara iain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat 

dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, 

hubungan pemerintah kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan. 

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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INSPEKTORAT 
PEMBANTU I 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

I I I 

Tabel 2.1 
STRUKTUR ORGANISASI 

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

INSPEKTORAT 
DAERAH 

I SEKRETARIAT I 
I 

SUBBAG 

I 
SUBBAG 

SUBBAG ANALISIS DAN ADM. UMUM DAN 
PERENCANAAN EVALUASI KEUANGAN 

-, 

INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT 

PEMBANTU II PEMBANTU Ill PEMBANTU IV PEMBANTUV 

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK 

JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I l 7 7 I 

2.2. SUMBER DAYA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan 

-penge-ndatian internai Inspektur Daerah Kabupaten Pasunum tlidukung 

oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut : 

2.2. 1. Sumber Daya Aparatur 

Sumber Daya J\paratur di Inspektorat Daerah Kabupaten 

Pasuruan dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan 

maupun Jabatan Struktural dan Fungsional (JFA dan Auditor 

Kepegawaian ), dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 



Tabel 2 .2 .1. 1. 
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan 

- Gol IV ongan . . 
NO. PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH 

1 Pembina Utama (IV /e) 0 

2 Pembina Utama Madya (IV /d) 0 

3 Pembina Utama Muda (IV /c) 1 orang 

4 Pembina Tingka t I (IV /b) 5 orang 

5 Pembina (IV/ a) 5 orang 
JUMLAH 11 orang 

- G 1 o ongan . . III 
NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH 

1 Pena ta Tingkat I (III/ d) 3 orang 
2 Penata (III/c) 4 orang 

3 Penata Muda Tingkat I (III/b) 7 orang 

4 P enata Mu da (111/a) 2 orang 
JUMLAH 16 orang 

- G 1 o ongan . . II 
NO PANGKAT/ GOLONGAN JUMLAH 

1 Penga:tnr Tingkat 1 '(11 / dj '9 orang 
2 Pengatur (II/ c) 0 orang 
3 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 0 orang 

4 Pengatur Muda (II /a) 0 orang 

.JU'Ml.rAH 9 -er,an.g 

Tabel 2.2 .1.2 . 
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan Periode 2022 

I 

ND TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Pasca Sarjana 8 orang 
2 Sarjana (S 1) 19 orang 
3 Program Diploma (D3) 1 orang 
4 Program Diploma (D2) 1 orang 
5 SLTA 7 orang 
6 SLTP 0 orang 
7 SD 0 orang 

JUMLAH 36 orang 

Tabel 2 .2. 1.3 . 
Data Terpilah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin 

Periode 2022 

JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI PEREMPUAN 

36 22 14 
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Tabel 2.2. 1.4. 
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan 

Diktat stniktuml 

NO NAMADIKLAT JUMLAH KETERANGAN 

1 SPAMEN/ TK. II 1 orang Inspektur 

2 SPAMAfPIM 5 orang - Sekretaris 
TK.III - Irban Wilayah I 

- Irban Wilayah II 
- Irban Wilayah III 
- Irban Wilayah IV 
- Irban Wilayah V 

3 SPADYA/ADUM 2 orang - Kasubag Perencanaan 
LA/ PIM TK.IV - Kasubag Analisis dan Evaluasi 

JUMLAH 8 orang 8 orang pejabat struktural 

Fungsional Auditor 

NO NAMADIKLAT JUMLAH 
1 JFA Tingkat Pengendati Mutu '() orang 
2 JF A Tingkat Pengendali Teknis 2 orang 

3 Auditor Ahli Tk. Ketua Tim 6 orang 
4 Auditor Ahli Tk. Anggota Tim 5 orang 

5 Auditor Terampil - orang 

6 Auditor Kompetensi Tk. Dasar - orang 

JUMLAH 13 orang 

Fungsional P2UPD 

NO NAMADIKLAT JUMLAH 

1 Pejabat Pengawas Madya - orang 

2 Pejabat Pengawas Muda - orang 

JUMLAH - orang 
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2.2 SOMBER DAYA ASET/MODAL 

Inspektorat Daerah Kabu paten Pasuruan menempati gedung di 

Jalan Juanda no. 58 Tapaan Kota Pasuruan mempunyai aset Tanah seluas 

1.400 m2 dan berdiri bangunan yang dijadikan gedung kantor. Untuk 

menunjang kegiatan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 

didukung oteh fasititas antara lain: 

Tabel 2 .2 

Daftar Aset Sarana Perkantoran 

Jumlah Kondisi 
No Jenis aset (Unit) Baik Rusak 

1. Alat Angkutan 18 18 
2 . Alat Ukur 3 3 
3. Alat Kantor 70 64 6 
4 . Alat Rumah Tangga 681 681 
5. Peralatan Komputer 68 59 9 
6 . Meja dan Kursi 22 22 
7 . Alat Studio 30 30 
E. Alat Komunikasi ·9 9 
9 . Alat Kesehatan 1 1 
10. Unit-unit Laboratorium 1 1 
11. Buku 34 34 

2.3. KINERJA PELAYANAN DAN KINERJA ANGGARAN 

2.3.1. Kinerja Pelayanan 

I 

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi ke dep an, m aka inspektorat Daerah 

Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai lembaga pengawasan internal Kabupaten dituntut untuk 

mengamankan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki Tujuan : 

1. Mengurangi dan mencegah penyimpangan, mengamankan 

penyet-enggaraaan pemerintahan kabupaten serta 

meningkatkan ketaatan unit-unit kerja terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku; 

2. Meningkatkan kualitas pengawasan sesuai standar 

pengawasan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM 

yang profesional. 
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I 

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran lnspektorat Daerah 

Kabupaten Pasuruan periode 2018-2023 sebagai berikut: 

1. Mtrntngkatnya Akuntabititas x -1ne-rJa I·n-sta11s1 Pe-me~rtntah, 

dengan indikator : 

1. Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD Dengan Nilai 

Minimal BB 

2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP, dengan indikator: 

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP 

Secara Efektif 

3. Meningkatnya Kua1itas SA.KIP Perangkat Daerah, dengan 

indikator: 

1. Nilai SAKIP PD (Inspektorat Daerah) 
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l:q.dikator K~erja 
Sfsuai Tugas dan Target Target 

Target 
NO lndikator 

Fµngsi Peraqgkat NSPK IKK 
Lainnya 

Daerah 
2016 

1 2 3 4 5 6 
1. Persentase 100% 

Realisasi Program 
Kerja Pengawasan 
T4hunan (PKPT) 

2. Persentase 100% 
Penanganan 
Kasus Pengaduan 

3. Persentase 78% 
Penyampaian 
Hasil Temuan 
Tepat Waktu 

4. Persentase 91% 
Rt;komendasi 
Temuan Yang 
Ditindaklanjuti 
Tuntas / Telart 
S<tlesai (TS) 

-

Tabel 2.3 
Pencapaian Kinerja Pelayanan 

lnspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 

Target Renstra 
Realisasi Capaian 

Perangkat 
Daerah Tahun 

Tahun 

2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 

7 8 9 10 11 12 13 14 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

79% 80% 81% 82% 78% 79% 80% 81% 

92% 93% 94% 95% 91 % 92% 93% 94% 

REI\TRA 1NSPFKTORAT DAFRAH KABUPATEN PASURUAN 2018-2021 

Rasio Capaian pada 
Tahun 

2020 2016 2017 2018 2019 202() 

15 16 17 18 19 20 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 90% 

82% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% 100% 100% 100% 100% 100% 

-



PROGRAM/KEGIATAN 
Anggaran pada Tahun ke -

2016 2017 2018 2019 

Program Pelayanan 883.689.000 851.800.000 857.979.300 1.361.505.000 
Administrasi Perkantoran 

1 Penyediaan Jasa 91.800.000 98.400.000 95.350.000 96.400.000 
Komunikasi, Sumber - , . . , 

2 Penyediaan Jasa Surat 0 0 0 0 ., ______ . 
3 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 

lo-'--- 0 ---- M lH1r 

4 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 
Pemeliharaan dan 
Perizinan Kendaraan 

·-
5 Penyediaan Jasa 68.400.000 72.000.000 69.000.000 68.400.000 

..11 -'.-•-.__..,c,~ T ," _ _ ______ 

6 Penyediaan Alat Tulis 101.800.000 152.000.000 75.000.000 89.000.000 
" -· -

7 Penyediaan Barang 136.500.000 120.500.000 100.000.000 149.000.000 
Cetakandan -

8 Penyediaan Peralatan 24 .900.000 27.500.000 27.500.000 29.500.000 -
9 Penyediaan Bahan 5.000.000 0 0 5.000.000 

Bacaan dan Peraturan 
- .. 

10 Penyediaan Makanan 16.370.000 18.300.000 18.300.000 50.000.000 
,t,...., ,., . ·---

11 Rapat-rapat Koordinasi 321.879.000 230.000.000 337.229.300 713.705.000 
dan Konsultasi ke Luru· - . 

12 PenyediaanJasa 112.040.000 133.100.000 135.600.000 160.500.000 

13 Penyediaan Pakaian 0 0 0 0 .,_...,_ 
14 Rapat-rapat Koordinasi 5.000.000 0 0 0 

dan Konsultasi ke - -
Program Peningkatan 1.287.691.000 472.800.000 481. 900.000 853.450.000 
Sarana dan Prasarana 
AnArAtur 

1 Pengadaan Kendaraan 492.000.000 0 0 0 
~· ,o · ~ 

2 Pengadaan Mobil 0 0 0 0 
'-'--•--

3 Pengadaru1 Peralatan 119.500.000 50.000.000 0 223.000.000 
~ ,,_ 

4 Pemeliharaan 52.000.000 0 0 190.000.000 
Rutin/ Berkala Gedung 
., 

5 Pemeliharaan 369.191.000 355.300.000 238.400.000 310.450.000 
Rutin/ Berkala 

6 Pemeliharaan 30.000.000 42.500.000 42.500.000 80.000.000 
Rutin/ Berkala 

7 Pemeliharaan 5.000.000 5.000.000 0 10.000.000 
n . . ... ~- J"Q, -1-. M ol-ol o;, 

-

2020 

1.370.500.000 

116.500.000 

5 .000.000 

50.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

100.000.000 

115.000.000 

39.000.000 

0 

100.000.000 

500.000.000 

225.000.000 

35.000.000 

0 

1.556.500.000 

515.000.000 

400.000.000 

316.500.000 

465.000.000 

200.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

Tabel 2 .4. 
Anggarao dao Reallaul Peodaoaao Pelayaoao 

Ioapelrtorat Daerah Kabupateo Puuruan 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke -

2016 2017 2018 2019 

765.273.765 834.945.892 857.979.300 1.298.951.851 

86.362.815 88.170.074 95.350.000 86.881.362 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

67.690.000 72.000.000 69.000.000 68.400.000 

100.685.000 150.315.000 75.000.000 89.000.000 

135.885.000 119.315.000 100.000.000 113.865.900 

24.900.000 27.500.000 27.500.000 28.500.000 

0 0 0 5.000.000 

16.370.000 18.300.000 18.300.000 42 . 150.000 

216.400.950 229.245.818 337.229.300 712.754.589 

112.040.000 130.100.000 135.600.000 152.400.000 

0 0 0 0 

4.940.000 0 0 0 

1.274.468.866 468.838.100 481.900.000 834.080.440 

485. 104.000 0 0 0 

0 0 0 0 

116 .974.700 50.000.000 0 210.908.200 

50.087.000 0 0 188.301.000 

368.104. 166 351.338.100 238.400.000 306. 27 1. 240 

30,000.000 42.500.000 42.500.000 79.400.000 

5.000.000 5 .000.000 0 9.600.000 
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Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata-rata 
Pertumbuhan 

2020 2016 2017 2018 20 19 2020 Anaaaran Realisasi 

1.195.236.003 86,60% 98,02% 100,00% 95,41% 87,21% 31% 31% 

106.88 2 .426 94,08% 89,60% 100,00% 90,13% 91,74% 25% 25% 

2562000 0 ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,24% 0,00% 0,00% 

49815140 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,63% 0,00% 0,00% 

4947800 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,48% 0,00% 0,00% 

66.590.000 98,96% 100,00% 100,00% 100,00% 88,79% 22% 20% 

99.907.355 98,90% 98,89% 100,00% 100,00% 99,91% 20% 20% 

94.909. 165 99,55% 99,02% 100,00% 76,42% 82,53% 17% 14% 

34.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 96,61% 87,18% 31% 27% 

0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0% 0,00% 

94.561.128 100,00% 100,00% 100,00% 84,30% 94,56% 122% 116% 

485.085.929 67,23% 99,67% 100,00% 99,87% 97,02% 31% 45% 

213.300.000 100,00% 97,75% 100,00% 94,95% 94,80% 40% 38% 

34.986.000 0,00% 0,00% 0,00% 0 ,00% 99,96% 0,00% 0,00% 

0 98,80% 0 ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0% 

1.533.898.649 98,97% 99,16% 100,00% 97,73% 98,55% 24% 24% 

5 14.000.000 98,60% 0,00% 0,00% 0,00% 99,81% 21% 21% 

399.000.000 0 ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,75% 0,00% 0,00% 

308.495.000 97,89% 100,00% 0 ,00% 94,58% 97,47% 53% 53% 

462.643.000 96,32% 0,00% 0,00% 99,11% 99,49% 179% 185% 

198.760.649 99,71% 98,88% 100,00% 98,65% 99,38% 11% 11% 

50.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 99,25% 100,00% 33% 33% 

0 100,00% 100,00% 0 ,00% 96,00% 0 ,00% 40% 0% 

-



8 Rehabilitasi 200.000.000 0 0 0 0 199.199.000 0 0 0 0 99,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0% 
A ·-·~ o .. - . .. 

q Penaadaan Meh,.IAlr """""""" 20 """ """ " ,mnnnnnn " ')()()()()()()() ')()()()()()()() 0 ,ia,;nnnnn " '"" ""°"' "'" nno;. """% aa nrio,1,. """% /)0/,. 0% 
I 10 1-'Pnnadaan KomnntPf 0 0 '"'" ""' """ 0 0 " 0 '"'""""""" 0 0 """% """ % "'" ""% n ()/)0/n """% """°"' f"\f"\f"\0/n 

11 Pengadaan Alat-alat 0 0 66.000.000 0 0 0 0 66.000.000 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0 •. --L 'T'~-~~.-. 

PROGRAM PENINGKATAN 25.900.000 0 0 24.500.000 0 25.530.000 0 0 24.500.000 0 98,57% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0% 0% 
DISIPLIN APARATUR 

1 Pengadaan Paklilllll 25.900.000 0 0 24.500.000 0 25.530.000 0 0 24.500.000 0 98,57% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0% 0% 
Di.nas beserta 

Program Peningkatan 251.350.000 347.850.000 292.500.000 500.000.000 6 14 .888.125 246.031.295 338.587 .490 292.500.000 460.436.651 613.7 18.500 97 ,88% 97,34% 100,00% 92,09% 99,81% 49% 50% 
Kapasitas Sumber Daya 

1 Pendidikan dan 216.000.000 292.500.000 292.500.000 500.000.000 614.888.125 211.084.295 283.653.170 292.500.000 460.436.651 613.718 .500 97,72% 96,98% 100,00% 92,09% 99,81% 57% 58% 
n a .. ..,, ...,, T.'- ., 

2 Penanganan Sistem 35.350.000 55.350.000 0 0 0 34.947.000 54.934.320 0 0 0 98,86% 99,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0% 
Pengendalian Intern 
- ,.,0,01 

PROGRAM PENINGKATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DAN PENGEMBANGAN 

0 0 0 0 0 0 0 t>li"N'f'!.1."T r'IT A ll.T 

1 Fasilitas Peni.ngkatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teknis dan Administrasi 
n 

PROGRAM PENINGKATAN 867.080.000 377.050.000 481.200.000 3.173.081.750 3.196.500.000 449.196.500 642.432.542 48 1.200.000 2.872.537.469 3.028.883.750 51,81% 170,38% 100,00% 90,53% 94,76% 74% 135% 
SISTEM PENGAWASAN 
INTERNAL DAN 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
KEBIJAKAN KDH 

1 Pelaksanaan 678.320.000 36.000.000 10.000.000 2.080.386.750 2 .200.000.000 33 1.260.000 331.260.000 10.000.000 1.960.547.000 2.066.578. 750 48,84% 920,17% 100,00% 94,24% 93,94% 65% 125% - ,n TntPrna l 
2 Penanganan Kasus 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 0 0 2.500.000 5.000.000 19.935.500 0 0,00% 50,00% 100,00% 99,68% #DIV/ 0! 0% IIDIV/01 

Pengaduan di , . 
3 Koordi.nasi Pengawasan 19.100.000 22.850.000 12.850.000 51.050.000 21.500.000 19.100.000 22.850.000 12.850.000 31.050.000 0 100,00% 100,00% 100,00% 60,82% 0,00% 23% 0% 

Yano:Lebih 
4 Reviu Laporan 20.000,000 16.000.000 16.000.000 23.500.000 0 19.720.000 15.925.000 16.000.000 23.259.000 0 98,60% 99,53% 100,00% 98,97% 0,00% 0% 0% 

Keuan<>an 
5 Monitoring, Evaluasi 77.700.000 17.000.000 0 0 0 54.945.000 12.000.000 0 54.945.000 0 70,7 1% 70,59% 0,00% 0,00% 0 ,00% 0% 0% 

""- o-•--~-
6 Reviu Akuntabilitas 25.000.000 17.500.000 4.500.000 18.500.000 0 24.171.500 16.154.334 4.500.000 17.849.800 0 96,69% 92,31% 100,00% 96,49% 0,00% 0% 0% 

11;...,,..,..;..,, f-n<-+-ano· 

7 Rencana Aksi Daerah 41.960.000 50.700.000 5.350,000 39.945,000 25.000.000 0 29.943.208 5.350.000 38.847.225 24.265.000 0,00% 59,06% 100,00% 97,25% 97,06% 12% 0,00% 
pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 
.......................... 

8 Evaluasi Implementasi 0 15.000.000 7 .500.000 390.200.000 0 0 15.000.000 7 .500.000 316.440.794 0 0,00% 100,00% 100,00% 81,10% #DIV/0! 0,00% 0,00% 
SAKIPSKPD 

9 Reviu RKA Perubahan 0 20.000.000 20.000.000 33.500.000 0 0 19.800.000 20.000.000 33.500.000 0 0,00% 99,00% 100,00% 100,00% #DIV/ 0! 0,00% 0,00% 
Tahun 2017 dan RKA 
~ .L nn ,o 

10 Saluan Togas Sapu 0 177,000.000 400.000.000 5 16.000.000 950.000.000 0 177.000.000 400.000.000 376.163. 150 938.040.000 0,00% 100,00% 100,00% 72,90% 98,74% 0,00% 0,00% 
bersih Pungutan Liar 
/C,ADC'D PJTN/"H ll 
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11 Penilaian Mandiri 0 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0,00% 0 ,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
·o:-•--: 

12 ,capat rceIJa / l'UU r""' 0 0 0 0 299.600.000 287.2 19.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,87% 0,00% 0,00% 
APIP APH dan OPD 

13 ·- .. ' 0 0 0 0 466.046.300 
Pelaksanaan dan 

195.909.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,04% 0,00% 0,00% 

Pelaporan Pemerintah 
Daerah 

PROGRAM PENINGKATAN 111 " ""~ 
nnr 1 nn. t){)f\ 1 '-'I ..,..,., tvVI '.:t'=lA.rvvio 'VVl 1 e..o ~ non 111 AA O OfV\ ') 1 a nc.n (V){) 1 co Mln/'VVI .,,,,, cnA 0."'1 1 c.n ,,.,,,.. ,...,.. 

' r,r, """" 
nn n,:,GL '"""""" ""'-'-OL. OA '-'>OL. '.'l""'- 'lOOL 

PROFESIONALISM 
TENAGA PEMERIKSA DAN 
APARATUR PENGAWASAN 

1 Pelatihan 111.450.000 220.100.000 158.400.000 338.900.000 168.500.000 111.448.000 219.950.000 158.400.000 327.594.950 159.430.554 100,00% 99,93% 100,00% 96,66% 94,62% 30% 29% 
...- Pengembangan Tenaga 

...1.-.~ A.-..-.~., , r 

PROGRAM PENATMN DAN 17.450.000 0 0 0 0 17.000.000 0 0 0 0 97,42% - - 0,00% 0,00% 0,00% 
PENYEMPURNMN 
KEBIJAKAN SISTEM DAN 

, iTO ... - ,., 
1 Penyusunan Kebijakan 12.450.000 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 0 96,39% - -

Sistem dan Prosedur 
Pengawasan 

2 Penataan Sistem 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 100,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% 
Informasi Management 
Hasil Pengawasan (SIM-
HP) 

3.444,610.000 2.269.600.000 2.271.979.300 6 ,251,436. 7S0 6. 906,888.125 2.888.948.426 2.S04. 754.024 2 .271.979.300 S.818.101.361 6 .S31 . 167.4S6 83,87% 110,36% 100,00% 93,07% 94,S6% 

- REITTRA Pri<TORAT 'lA RAH KA!!UPAT•"I PA.< JRUAN 21118-2023 -



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 

dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian 

internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut: 

~4..1~ T.ant.ang.an 

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang 

lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN. 

2. Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-penn1dangan oieh Pernngkat Daerah yang Masih 

rendah. 

3. Implementasi pengendalian intern pada Perangkat Daerah 

masih belum berjalan dengan baik. 

4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil 

pengawasan oleh Perangkat Daerah. 

5. Permasalahan Kasus Pengaduan Masyarakat yang bisa 

berkelanjutan ke Audit Investigasi menjadi beban tugas yang 

wajib dilaksanakan. 

2.4.2. Peluang 

I 

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin 

dalam RPJMD. 

2. Adanya Kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi 

dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam 

pelaksanaan pengawasan dan pengendatian intern pemerintah. 

3. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, 

penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan. 

RENTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 2018-2023 22 



BAB III 
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS 

INSPEKTORAT DAERAH 

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

Dal-am upay.a meningkatk.an .akseptabilitas prioritas pemban.gun.an 

dan akuntabilitas yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta 

etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka lnspektorat Daerah 

merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, 

sebagmmana tercantum daiam tabe1 benkut 

Tabel 3.1 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 
Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 

Efektifitas Masih Belum Semakin Keterbatasan Komitmen dari Mempengaruhi 
Dampak 
Pemeriksaan 

Kualitas 
Pejabat 
'Fungsiona1 

Kuantitas 
Pejabat 
Tungsion a1 

I 

Efektif, terlihat 
masih tingginya 
jumlah temuan 
pemeriksaan yang 
sama dengan 
temuan sebelumnya 

Sebagian besar 
merupakan pejabat 
fungsiona1 yang 
baru diangkat 

terdapat 20 auditor 
dan 13 pengawas 
pemerintah 

berkurangnya 
jumlah temuan 
yangsama 

Sudah berada pada 
tingkat integated, 
managed, dan 
optimized 

Idealnya 90 auditor 
dan 48 pengawas 
pemerintab 

Anggaran dan SKPD yang menjadi capaian kinerja 
Sumber Daya obyek pemeriksaan dan 
Manusia Akuntabilitas 

Keterbatasan Terbatasnya Mempengaruhi 
Anggaran dan penyelenggaraan kualitas hasil 
waktu bimtek maupun pemeriksaan 

diklat teknis terkait 
pengawasan 

Keterbatasan Terbatasnya Mempengaruhi 
Sumber Daya penyelenggaraan jumlah cakupan 
Manusia aik1at JFA, ' obye1c 

JFP2UPD dan pemeriksaan 
penambahan SDM 
di Inspektorat 
Daerah 

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor - faktor internal dan 

ekstemal sebagai berikut: 

1. FaktoT 1n1:erna1 

RENTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 2018-2023 23 



I 

a. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada 

Perangkat Daerah. 

b. Kurangnya dukungan saran.a dan --prasarana --pengawasan 

terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus 

diselesaikan. 

c. Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian 

tindak lanjut temuan hasil pengawasan. 

2. Faktor Exsternal 

a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang 

1ebih transpa:ran dan akuntabe1 serta bersih dari KKN. 

b. Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-perundangan oleh Perangkat Daerah yang masih 

rendah. 

c. Implementasi pengendalian intern pada Perangkat Daerah 

masih belum berjalan dengan baik, sehingga aparatur pada 

Perangkat Daerah belum maksimal dalam melaksanakan 

tu--poksinya. 

d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil 

pengawasan oleh Perangkat Daerah. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Daerah 

Kabupaten Pasuruan mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang 

berwenang agar : 

1. Memberikan dukungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

sa:rana dan prasa:rana ang diperlukan da1am mendukung 

kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan. 

2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Perangkat Daerah atas 

Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang 

telah ditetapkan. 

3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat Daerah dalam 

melaksanakan tugas-tugas pengendalian intern pemerintah. 
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3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH TERPILIH 

Visi pembangunan daerah daiam Perubahan RPJMD adaiah Visi 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada 

waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau 

kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai ( desired future) dalam 

masajabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. 

Visi pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan untuk periode 

RPJMD 2018-2023 sesuai dengan Visi kepala daerah terpitih adaiah 

sebagai berikut: 

"Menuju Kabupaten Pasuntan yang Sejahtera, Maslahat, dan 

Berdaya Saing" 

MISI KEPALA DAERAH TERPIUH: 

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi 

dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan 

kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat; 

2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan 

memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna 

mewujudkan kohesi sosial; 

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan 

konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi 

sumbm· daya aiam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai 

bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan; 

4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang 

mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, 

bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi 

informasi; 

5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, 

permukiman clan pendidikan dengan mengint egrasikan pendidikan 

pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan 

karakter di Kabupaten Pasuruan. 
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Untuk mendukung visi Kepala Daerah, Inspektorat Daerah 

melaksanakan Misi ke 4 (em:pat) Bupati terpilih : Memperkuat dan 

mempl!rtaas rej'orm.a:st btrokrttsi yang mendufttmg 'tatakefota: 

pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, 

akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi inform.asi 

Tabel 3.2 

Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran 

Misi 4 : Meurujudkan Kinerja 1. Meningkatnya 
Memperk:uat dan Pemerintahah Kualitas Sistem 
memperluas reformasi Daerahyang Ak:untabilitas 
birokrasi yang menduk:ung professional, Kinerja dan 
tatakelola pemerintahan Transparan, Keuangan 
dan pelayanan publik yang Ak:untabel dan Daerah 
inovatif bersih, efektif, Responsif 
ak:untabel dan demokratis 
yang berbasis pada 
teknologi inf ormasi 

Berdasarkan telaah vis1, m1s1, tujuan dan sasaran RPJMD 

Kabupaten Pasuruan 2018-2023 tersebut, maka Inspektorat Daerah 

menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan 

kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya . 

3.3. TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA PROVINSI 

Perencanaan Strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan 

rencana di tingkat kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan 

apa ang te1ah direncanakan o1eh tingkat pemerintahan propinsi maupun 

pemerintah pusat. Telaah terhadap dokumen perencanaan Renstra 

Kementrian dan propinsi ini diharapkan dapat mengarahkan pada 

sinkronisasi antara pusat dan daerah. 

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 

I 

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan 

tupoksi pengawasan dapat dijelaskan : 

a. Sasaran Strategis : 

- Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam 

melaksanakan koordinasi pembinaan dan Pengawasan 

penyelenggaraan p emerintahan di daerah; 
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- Meningkatnya akun tabilitas pengelolaan Keuangan 

Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan 

Keuangan dengan predikat WTP berbasis akruai~ 

- Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi 

untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan 

Indeks Reformasi Birokrasi kategori B. 

b. Program: 

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan 

pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan 

sasaran program ·: 

- Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good 

governance and good government) di lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri; 

- Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di 

daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas 

dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah. 

3.3.2. Renstra Inspektorat Daerah Propinsi Jawa Timur 

I 

Dalam Renstra Inspektorat Daerah Propinsi Jawa Timur Dalam 

melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus 

utama Inspektorat pada periode tahun 2014-2019 antara lain: 

a) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur 

b) Skor Hasii Evatuasi atas Sistem Akuntabi1itas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

c) Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (EKPPDJ Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

d) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

(RAD-PPK) 

e) Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

iWBK} dan Wiiayah Biroirrasi Bersih Meiayani iWBBM) 

f) Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). 

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan 

Inspektorat Propinsi Jawa Timur, Inspektorat Daerah Kabupaten 

Pasuruan akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah 
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NO 

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN 

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa 

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, 

dan/atau program. Lain hainya dengan amdai yang pada hakekatnya 

merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat 

pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis 

terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang 

dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai 

intrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan 

program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative 

artin a setiap 1angkah meiibatkan pihak terkait. KLHS bersifat tematik 

artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan 

wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian 

rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional. 

Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa 

RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 

Pembangunan Jangira Menengah iRPJM) Nasional, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program 

pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan 

dampak dan/ atau resiko lingkungan hid up. Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara langsung 

tidak ada relevansinya dengan tujuan dan sasaran pada Rencana 

Strategis Inspektorat Daerah. 

TN1)TRA "'I'bR '!'1'13 'GAP A"l'-lCCA"RA (Rp) Thn 2017 
CAPAIAN 

PROGRAM SASARAN 
KEGIATAN CAPAIAN TARGET DG 

OPD PROGRAM NO INDIKATOR (exiting) RPJMN 2019 TARGET RENCANA 
REALISAS 

% 
RPJMN I 
2019 

Program Persentase Pelaksanaan 
Peningkatan ter-laksanany pengawasan 

29.310.96 81 ,42 Sistem a internal secara 4.1.1 OPINI BPK WTP 36.000.000 
0 

Pengawasan pengawasan berkala 
Internal & dan 
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Pengendalian pemeriksaan Koordinasi 
Pelaksanaan pengawasan 22.850.00 
Kebijakan yang lebih 22.850.000 

0 
KDH komprehensif 

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGI 

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah 

untuk: me1engka-pi t aha-pan-taha-pan yang t elah diiakukan sebe1umnya. 

Identifikasi 1su yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan 

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara 

moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. 

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan senantiasa mampu 

menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. 

Oleh karena itu, -per.c1atiar1 k.epada rr1andat dari m.asya:r-d.kat dan 

lingkungan eksternalnya meru pakan perencanaan dari luar ke dalam 

yang tidak boleh diabaikan. 

Suatu isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 

diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi 

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi 

yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah 

Kabupaten Pasuruan di m.asa tima t ahun 1nendatang. 

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut : 

Faktor Kekuatan : 

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan 

2 . Tersedianya SDM yang berkompeten 

3 . Tersedianya anggaran, sarana dan prasana untuk pelaksanaan 

kegiatan -pengawasan 

4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi 

dan konsultasi. 

Faktor Kelemahan : 

1. Belum idealnya distribusi pemeranan jabatan dalam Tim pembinaan 

dan 1>engawasan 

2. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum 
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tuntas. 

Faktor Tantangan : 

i. Tuntutan peiayanan rnasyarakat terhatlap pemerintahan yang iebih 

transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN. 

2. Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

3. Tuntutan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan target 

nilai minimal A, dengan catatan seluruh Perangkat Daerah harus 

dievaluasi oleh APIP. 

4. Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas 

penga: asan oleh J\PIP. 

5. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh 

Perangkat Daerah. 

6. Sebagian Perangkat Daerah belum memahami pelaksanaan/ 

Implementasi SAKIP. 

Faktor Peluang : 

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala daerah yang tercermin dalam 

RP.JMD. 

2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan 

BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan 

dan pengendalian intern pemerintah. 

3. Tersedianyajaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ 

realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan. 

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat Daerah mengangkat beberapa isu 

strategis, antara lain -: 

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN. 

2. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat 

Daerah. 

3. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan. 

4. Peningkatan terhada-p Kapabiiitas APIP. 
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BABIV 
TUJUAN DAN SASARAN 

Perwujudan era globalisasi menuntut pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat 

mempercepat pemuiihan perek-onomian nasional patla umumnya tlan 

kabupaten pada khususnya, peningkatan keamanan dan stabilitas negara 

pada umumnya dan wilayah kabupaten pada khususnya, serta pemerataan 

pembangunan di segala sektor. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan 

membawa kebanggaan di dunia intemasional. 

Menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap profesionalime 

pemerintah, mendorong peningkatan profesionalisme dan kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah '(APIP) secara terns menerns dengan 

peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pengawasan berakhlak mulia yang 

memenuhi standar kompetensi 

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, 

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan SKPD yang berperan 

dalam penuntasan Misi ke-4 Bupati Pasuruan yaitu "Memperkuat dan 

memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tatakelola pemerintahan 

dan 'J)eiayanan pubiik yang inuvatif, benrih, efekti:f, akuntabe1 dan demokratis 

yang berbasis pada teknologi informasi" dengan Tujuan "Mewujudkan kinerja 

Pemerintah Daerah yang profesional, transparan Akuntabel dan Responsif' 

dan Sasaran "Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel". 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Inspektorat Daerah Kabupaten 

Pasuruan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program 

sebagaimana berikut : 

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATENPASURUAN 

Tajuan lnspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada 

Renstra 2018-2023, lnspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah 

menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju 

perbaikan kinerja sesuai fungsi organisasi untuk mencapai misi ke-4 

Bu'J)ati PasuTUan daiam Pernbahan RPJMD Kabupaten Pasun1an Tahun 

2018-2023. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu 

"Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan 
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Keuangan Daerah" 

Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini: 

Memperkuat dan 
memperluas reformasi 
birokrasi yang 
mendukung tatakelola 
pemerintahan dan 
pelayanan publik yang 
inovatif bersih, efektif, 
akuntabel dan 
demokratis yang 
berbasis pada teknologi 
informasi 

Mewujudkan 
Kinerja 
Pemerintah 
Daerah yang 
professional, 
transparan 
Akuntabel dan 
Responsif 

1. Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 

2. Meningkatnya 
Nilai 
Maturitas 
SPIP 

3. Meningkatnya 
Kualitas 
SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Kategori Hasil 
Evaluasi Sakip 
OPD Dengan Nilai 
Minimal BB 

Persentase 
Perangkat Daerah 
Yang Menerapkan 
SPIP Secara 
Efektif 

Nilai SAKIP PD 
(lnspektorat 
Daerah) 

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses 

perencanaan strategis organ1sas1 sehingga harus disusun secara 

konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan 

dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan 

pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang 

akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dengan kurun 

waktu terten tu. 

Berdasarkan tujuan inspektorat Daerah maka ditetapkan sasaran 

dengan indikatornya sebagai berikut: 
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No 

1 

1. 

Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 

TARGET KINERJA 

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 
TUJUAN SASARAN 

TUJUAN/SASARAN KE-

2019 2020 2021 2022 2023 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Tahun 2019-2021 
Awal 

Tercapainya 1. Indeks Reformasi 65 68 70 - -
pengawasan yang birokrasi 
efektif, efisien dan 
akuntabel sebagai 
upaya pencegahan Tahun 2019 
terjadinya 

1. Meningkat nya 90% - - - -
penyimpangan Kualitas 1. Persentase temuan 
dalam 

Pengawasan dan h asil pengawasan APIP 
penyelenggaraan 

Alumtabilitas yang ditindaklanjuti 
P e.met.int.ah Daerah 

P enyel enggaraan 
2. Persentase temuan 81% - - - -

Pemerintah 
hasil pemeriksaan 
exsternal (BPK) yang 
ditindaklanjuti 

3 . Persentase nilai 
temuan kerugian y ang 
ditindaklanjuti / 
dikembalikan ke kas 
daerah sesuai hasil 
pemeriksaan 

A P I P 65% - - - -

BPK 70% - - - -

4. Persentase 60% - - - -
penanganan 
pengaduan 
nrasyarak--at yang 
ditindaklanjuti 

5. Persentase kategori 30% - - - -
hasil evaluasi SAKIP 
OPD dengan nilai 
minimal BB 

6. Nilai hasil Penilaian 62 - - - -
Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 
(PMPRB) di OPD 

T«hue -2020 - -20:n ~-aue.ri.s.4 Sept-embet"j 

Mewujudkan Kinerja lndeks Reformasi 65 68 70 72 74 
Pemerintahan birokrasi 
Daerahyang 
Profesional, 
Transparan, 

1. Meningkatnya 1. Opini BPK - WTP WTP - -Akuntabel dan 
Responsif 1'."u&h'Uts Sis1.em 

Keuangan Daerah 
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2. Terwujudnya 1. Indeks Persepsi - 3 ,6 3 ,6 - -
Wilayah bebas Korup si 
korupsi 

3. Meningkatnya 1. Nilai SAKIP OPD - 80 82 - -
Akuntabilitas (Insp ektorat) 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 

Tahun 2021-2023 (Mulai Oktober 2021) 

i. Meningkatnya i. NiLAf SAKf P BB BB A A A 
Kualitas Sistem 
Akuntabilitas 2. OPINI BPK WTP WTP WTP WTP WTP 
Kinerja dan 
Keuangan Daerah 

1. Meningkatnya Persentase Kategori 30% 30% 55% 65% 70% 
Akuntabl1itas R asil "Evaluas1 ~akip 
Kinerja Instansi OPD Dengan Nilai 
Pemerintah Minimal BB 

2. Meningkatnya Persentase Perangkat - - 12% 35% 45% 
Nilai Maturitas Daerah Yang 
SPIP Merrerap kan SPIP 

Secara Efektif 
3. Meningkatnya Nilai SAK.IP OPD 71 80 82 83 84 

Kualit as (Inspektorat Daerah) 
Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat 
Daerah 
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BABV 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan 

sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Me1alui pendekatan ang 

komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam 

artian dapat menjadi instrumen Monitoring dan Evaluasi pembangunan. 

Adapun strategi pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 

dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat diformulasi berdasarkan 

pada matrik analisis SWOT berikut ini: 

Internal 

Eksternal 

I 

Adanya komitmen 
pemimpin/ Kepala 
daerahyang 
tercermin dalam 
RPJMD 

Adanya 
kerjasama 
dalam bentuk 
Asistensi a tau 
pendampingan 
dengan BPKP 
Perwakilan 

Tersedianya Peraturan terkait 
pelaksanaan 
tupoksipengawasan 

Tersedianya SDM yang 
berkompeten 

Tersedianya anggaran, sarana 
dan prasana untuk 
pelaksanaan kegiatan 

en awasan 
Adanya komitmen aparatur 
pengawasan dalam 
mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintah yang efektif, 
efisien, transparan dan 
akuntabel dan bersih dari 
KKN, dengan membuka ruang 
koordinasi dan konsultasi 

Koordinasi Program Kerja 
Pengawasan Tahunan 
dengan lembaga pengawasan 
lainnya 

Belum idealnya distribusi 
pemeranan jabatan dalam 
Tim pembinaan dan 
pengawasan 

Masih banyaknya tindak 
lanjut temuan hasil 
pengawasan yang belum 
tuntas 

Menciptakan tata kelola yg 
professional melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar 
administrasi perkantoran 
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I 

Tersedianya 
jaringan SIIill 
dalam 
mendukung 
pelaporan, 
penyerapan/ 
realisasi terkait 
dengan 

Tuntutan 
terhadap 
percepatan 
pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi 

Tuntutan nilai 
SAKIP Pemerintah 
Kabupaten 
Pasuruan 
dengan target 
nilai minimal B, 
dengan catatan 
seluruh PD 
harus 
dievaluasi oleh 
APIP 

Tuntutan Kinerja 
yang optimal, 
dalam rangka 
peningkatan 
kualitas 
pengawasan 
oleh APIP 

Rendahnya 
penyelesaian 
tindak lanjut 
temuan hasil 
pengawasan oleh 
PD 

Kurangnya 
koordinasi dan 
konsultasi 
yang dilakukan 
oleh PD dalam 
menyelesaikan 
Tindak Lanjut 
temuan 
pengawasan 

Sebagian 
pelaksanaan/ 
Implementasi 
SAKIP 

Peningkatan kualitas 
evaluasi Implementasi SAKIP 

Perangkat Daerah 

Pengawasan sesuai 
kebutuhan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan 
bersih (Good Governance and 

Clean Government). 
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Analisis SWOT 

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka dapat dirincikan strategi 

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut (Dalam hal 

ini strategi merupakan "St"): 

St. 1. Pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

'bersih 1Good Governance and Clean Government). 

St.2. Menciptakan tata kelola yg professional melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar administrasi perkantoran 

St.3. Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan lemba,ga 

pengawasan lainnya 

St.4. Peningkatan kualitas evaluasi lmplementasi SAKIP Perangkat Daerah 

Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada balanced scorecard melalui 

empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses 

internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan. Adapun definisi 

ma'Sing-ma:sing tersebut tlapat dijeta'Skan 'Seba-gai berikut: 

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang 

dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, 

kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan. 

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi 

operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong 

proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa 

-pubtik, dan -penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai. 

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong 

upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada 

perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi 

peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah. 

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan 

bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan 

upaya-upaya untuk meningkat:kan kapasitas keuangan dae~rah demi 

mendukung strategi pembangunan daerah. 

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut 

dapat dirincikan sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai langkah pengendalian 

internal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. 

I RENTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 2018-2023 37 



2. Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan 

efisien. 

3. Meningk.atkan Koordinasi Program Kerja Penga: asan Tahu nan dengan 

lembaga pengawasan lainnya. 

4. Meningkatkan kualitas evaluasi Implementasi SAK.IP Perangkat Daerah. 

Dari rnmusan 4 -strategi tl-a.n 4 kebijakan tersebut diata-s, in-spektorat Daerah 

menetapkan 2 strategi dan 2 kebijakan yang akan diturunkan dalam 

program-program Inspektorat Daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

Strategi yang dipilih : 

St. 1. Pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih (Good Governance and Clean Government). 

St. '2. Menciptakan tata ke1o1a yang profesiona.1 melatui pemenuhan 

kebutuhan dasar administrasi perkantoran. 

Kebijakan umum yang dipilih : 

1. Perspektif Proses Internal : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

sebagai langkah pengendalian internal terhadap penyelenggaraan 

pemerintah daerah, dengan program - program: 

- Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

pe1aksanaan kebijakan Kepa1a Daerah pada wiiayah Irban I, n. In, IV 

2. Perspektif Kelembagaan Meningkatkan operasional administrasi 

perkantoran yang efektif dan efisien untuk menciptakan tata kelola yang 

professional, dengan program-program : 

- Program peningkatan manajemen dan pelayanan Administrasi 

- Program Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. 

Inspektorat Daerah memilih strategi dan kebijakan ini karena sudah 

mencakup semua program penga: asan sesuai tupoksi yang dimitiki 

Inspektorat Daerah guna mendukung misi ke-4 RPJMD Kabupaten Pasuruan 

Balanced scorecard strategi-kebijakan inspektorat Daerah sebagai berikut : 
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Tabel 5.2 

Strategi 1: Pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and 

No. Perspektif Clean Government). 

Kebijakan Umum Program 

1 Perspektif - -

Masyarakat 

2 Perspektif Proses Melaksanakan pembinaan dan Program Peningkatan 

Internal pengawasan sebagai langkah sistem pengawasan 

pengendalian internal terhadap internal dan pengendalian 

penyelenggaraan pemerintah daerah pelaksanaan kebijakan 

KepalaDaerah pada 

wilaya h frhan i, n, m, W 

3 Perspektif - -

Kelembagaan 

4 PerspektifKeuangan - -

Strategi 2: Menci,ptakan tata kelola yg professional melalui 

No. Perspektif pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran 

Kebijakan Umum Program 

1 Perspektif - -
Masyarakat 

2 Perspektif proses - -

- -

-
4 Perspektif Keuangan - -
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Tabel T-C.26 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing 

MISI IV: Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bers ih, 
efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
1. Meningkatnya Kualitas 1. Meningkatnya Akuntabilitas 1. Peningkatan kualitas evaluasi 1. Meningkatkan SAKJP OPD Dengan 

Sistem Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah Implementasi SAKIP Nilai Minimal BB 
Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 
Daerah 

2. Meningkatnya Nilai Maturitas 2. Pengawasan sesuai 2. Melaksanakan pembinaan dan 
SPIP kebutuhan tata kelola pengawasan sebagai langkah 

pemerintahan yang baik dan pengendalian internal terhadap 
bersih (Good Governance and penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Clean Government). 

3. Meningkatkan Koordinasi Program 
Kerja Pengawasan Tahunan dengan 
lembaga pengawasan lainnya. 

3. Meningkatnya Kualitas SAKIP 3. Peningkatan kualitas evaluasi 4. Meningkatkan operasional 
Perangkat Daerah Implementasi SAKIP administrasi perkantoran yang efektif 

Inspektorat Daerah dan efisien. 

5. Meningkatkan kualitas evaluasi 
Implementasi SAKIP Inspektorat 
Daerah 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam upaya pencapaian tujuan 

dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi 

sebuah pr-ogram. Program <lan kegiatan ini <iiharapkan -dapat menuntun 

kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan, dan Sasaran 

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Rencana Program dan Kegiatan, 

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana 

berikut : 

6.1 RENCANA PROGAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT 
DAERAH KABUPATEN PASURUAN. 

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Pasuruan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 7 

Program dan 2 7 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di 

bidang pengawasan dan pengendalian internal pemerintah. 

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Daerah Kabupaten Pasuruan serta Indikator Kinerja program dan 

kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam 

tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, 

dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat 

dilihat dalam tabel 6.1. 
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BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAJ,IAAN 

,--
lndlkatorKlnerja, O.uCapalan 

Tujuan Sasuan ,,,. ProgramdanKqiitan 
Tujuan, Sasaran pad1Tahunawal 

urgetKlnerja 
Program (Outcome) dan perencanun ,.- Kegl.rtan(Output) (2018) 

1 , l 4 5 . 7 

BELANJA TIDAK LANC,SUNG 

BELANJA PEGAWAI ln<lk11torP 1 
r~, 

"-' 

TlJiangan F~,nal Al.dtor 

Tt.rjengan FIJ'lQSH,nol Unun 

PPh 

Tant>ahan penght.sllan 
berdasarkan perti,nt>angan 
.J...-1..:--

BELANJA LANGSU NG 
Tercapolnyo 3. Menngkmya 1 PROGRAM PENl;iGKATAN PerNnta.e 100% 
pengawasan yang Al<U118blltas l<lnerja PELAYANAN Pemenuhan 
efektif, eflslen den lnstansl Pemerintah ADMINISTRASI pelayanan kantor 
oklr11abel"'°8gal PERKANTORAN 
l.1)8ya percegahan 
teljadnyo 1.1 Penyedlaan Jesa ·,<omurikesl, Tersedlanya dana 6 Rekering 
penyln-.,ongan surber DBya />Jr ,Ian US1rik pembayaran jasa 
de.lam konu'likesl, air dan 
penyelenggaraen Mstrik setiap buan 
Pemef1nlah DBenih 

1.2 Penyediaan Jase J,drnlnistrasl Tersedanya dana 14 Jabatan 
Keuangan pe,rbayaran jasa 

aariristrasl keuangan 

1.3 Penyedaan Alat Ti.js Kantor Tertaksananya 59 Jeris 
penyedean Ale:t TIJls 
Kantor 

1.4 Penyedlaan Barafl'g Cetakan Terlaksananya 2 Paket 
den Penggandaao penyediaan barang 

cetakandan 
penggandean 

1.5 Penyedaan Perehtan dan T er1aksanlrnya 2Paket 
P81"1er'g(apan Kaljior penyedlaan pera)atan 

den penet"9(8.pan 
kantor 

1.6 Penyedaan bahari bacaan Ter1aksananya 1 Paket 
dan perebsan Pef .n:lang- penyedaan bahan 
llldangan bacaan dan Perahnn 

Pen.ndang-cndangan 

1.7 Penyedaan Ma~n dan Teflaksananya 3 Paket 
M!Junan penyediaan M&kanan 

& Mirunan 

1.8 Rapat-rapat KoonJinasl dan Ter1aksananyo rapat- 90 Org/kal 
Konsulasl k1I lual· DBenih rapat koordnasl dan 

konsl.ltasl kekJar 
daerah 

1.9 Penyediaan Jasa ~erkantoran Terlaksananya 1 Paketdan 7 
penyediaan jasa Org/1>11 
per1<Bnloran & 
terbayar -nya 
honorari1.n1 Non PNS 

1.10 Penyedlaan Jasa ,jU"&t Ju-nlah stn1t yang 1000pucU< 
meny.nl terldrim melali jasa 

pengirtman 
1.11 Penyedaan jasa ~emelharaan JLmah P8fl'08Y8ran 15Uril 

den perizlnan kendaraan pajak kendaraan 
dnesJoperaslonel 

1.12 Penyedlaan Jase Jnninan Jllliah barang yang 9Urit 
barang l'l'llk daeren d aSU'llnslkan 

REVIU 
Tabel 6.1. 

Rencana Program, Keglatan dan Pendanaan lnspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 

Tarf.!et Kineria Prof.!ram dan Kerani ka Pendanaan 

Rp. 
Tahun201g Tahun2020 Tahun2021 Tahun2022 

Target Rp. Tuaet Rp. 
Target Target 
klnerja 

Rp. 
Klnerja 

Rp. Klnerja Klnerja 

• ' 10 11 12 13 ,. IS 16 

4.At!.11.,2,48.000 1 4.8°'.2'8.000 00 1 5.!!.00.000.000 00 ... ,,,- ... '°' ~ '""'°' 17370,,vv, ..... 
,.,.,. ">tY'\.nnn .. ,- •o.= 
149.240.000 149.240.000,00 149.240.000,00 

34.225.000 34.225.000,00 34.225.000,00 

1n1 RAJs nnn 1n1a.11 .. nnnM ,n, .,. 
·= ,..,..,,....,..,.,...,.,..,., -~ oo= 00 = 

2.154.246.000 2.154.246.000,00 2.850.000.000,00 

8.7?8.438.750 8.251.438. 750 00 8.25 .438.750 00 12.8011.510.988 00 8.857.352.75l00 
IAOT.200.000 100% 1.332.200.000/JO 100% 1.522.930.750/JO 

91 .800.000 6 91 .800.000,00 6 91 .800.000,00 
Rekentng Rekenlng 

68.400.000 14 68.400.000,00 14 68.000.000,00 
Jabatan Jabetan 

191 .000.000 59Jeris 191 .000.000,00 59 Jenls 175.000.000,00 

150.500.000 2 Psket 150.500.000,00 2 Paket 120.000.000,00 

31.500.000 3Jeris 31.500.000,00 2 Paket 100.000.000,00 

5.000.000 1 Paket 5.000.000,00 

30.000.000 3 Paket 30.000.000,00 3 Paket 50.000.000,00 

619.000.000 120 619.000.000,00 120 668.136.750,00 
Org/kal Org/kal 

145.000.000 1 Paket 145.000.000,00 1 Paket 175.000.000,00 
dan7 dan7 
Org/1>11 Org/1>11 

5.000.000,00 1000 5.000.000,00 
pucU< 

10.000.000 a lrit 10.000.000,00 
rode 
effl)8t& 7 
rode dull 

30.000.000 6Unlt 30.000.000,00 

Pen1n111.1ng Loka,I 
kondtsi Klnerja pada Renstra Jawab 

Tahun2023 
lnspektorat 

TranslslTahun 2024 

Tuget Rp. 
Target Tuget 

Klnerja 
Klnerja 

Rp. 
IC!nerja 

Rp. 

17 18 1' 20 21 22 23 ,. 

1- 20.147.330.000 00 lnaoektur I lneoektont 
7AA7ARRl'VV'IM 

,ton-, D'7'lo o'VV\t\n 

.tlli:"7Qt rYYlrV'I 

618.915.000,00 

126.568.000,00 

,,,, nn 
A ◄ t:10"7"7/VI I 

•oMnM 
9.901 .389.000,00 

10.821.074.88800 45.890.912.229 00 11,97' Alltn,"4 0() 

100% 2.855.136.750,00 100% ln•pektur lnepektOffll 

I 

6 183.600.000,00 
Rekening 

14 136.400.000,00 
Jabetan 

59Jeris 366.000.000,00 

2 Paket 270.500.000,00 

3Jeris 131 .500.000,00 

1 Paket 5.000.000,00 

3 Paket 80.000.000,00 

120 1.287.136.750,00 
Org/kal 

1 Pake! 320.000.000,00 
dan7 

Org/bl, 

8 trit 10.000.000,00 
rode 

en'j)III& 
7rode 

dull 
6Urit 30.000.000,00 



I 2 ' 4 ' • 7 • ' 10 11 12 13 14 " 16 17 18 19 20 21 22 " 
,. 

1.13 Penyedlaan Pakalm Kerja Tor1eksananya 45 Po1ong 30.000.000 45 Potong 30.000.000.00 45 30.000.000,00 
pengadaan pakalan Po1ong 
cinas khusus 
k>spelctora1 

- - ...,__ 
3. Menngtonnya 2 PROGRAM PEN~'VGKATAN ProHnt••• urana 100% 1.200.450.000,00 100% BtJGAliO.OIJOtOO 100% '"6.000.000100 100% 1.331.450.000,00 

Akl.rn8~1U1sl(jne<ja SARANADAN praHrana dalam 
tnstansl Pemenntah PRASARANA AFARATUR kondlal balk 

2,1 Pengadaan Perier·gkapan Terpen.tinya 10 .,-;1 Laptop 158.000.000 10lXit 158.000.000,00 10lflit 80.000.000,00 218.000.000,00 
GedungKontor kebutlttan peralatan Printer, 1 

kantor Layar 
..,~ED, 

2,2 Pengad&an Mebel3lr Te,pentinya 20 UntMejo 40.000.000 20Urit 40.000.000,00 40.000.000,00 
kebutl.tlanM8li>elalr &l<Lnll<e!je Meja& 

l<Lnl 

2,3 Pemelharaan rutirllt>erka:18 Te<pen.tinya 1 Paket 180.000.000 1 Poket 180.000.000,00 1 Paket 80.000.000,00 1 Paket 240.000.000,00 
geoong,1<8- pemelharaan 

1--~•ntor 
2,4 Pemelharaan RU\:n!Berkala T erpefharanya 8 .,-;1,- 388.480.000 8 .,-;1 388.480.000,00 8 tl'it 300.000.000,00 8 .,-;1 688.450.000,00 

Kendaraen DlnaSI Kendaraan Olnes et'l'4)8t& 7 roda ,_ roda 
OperasloneJ Opera~O!l81 rodo cu, 8"1)81& .,,..,.1& 7 empa1& 

7,- ,-cu, 7,-
dua dua 

2,5 Pemelharaan R~ala T erpefharanya 1 Poket 80.000.000 1 Paket 80.000.000,00 1 Paket 80.000.000,00 1 Paket 130.000.000,00 
peraletan Ge<i1JQ Kantor porutan 

~antor 

2.6 Pemelheraan Rul,niberkala T erpefhoranya barang 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000,00 1 Paket 5.000.000,00 1 Paket 15.000.000,00 
Mebfrialr Mewelalr 

2,7 Pengadaan ~raan Dines Te<pen.tinya 1Urit 400.000.000 1 Unit 
OperasloneJ Roda 4 (-I) pengadaan kendaraan 

clnas opereslonal 

3. Meringkatnya 3 PENINGKATAN .XS1PUN ProeentHe 100% 24.600.000 24.500.000,00 24.500.000,00 
_ ,1 .. l(jne<ja APARATUR FMningkatan dislplln 
lostansl Pemertntoh Aparatur 

3,1 Pengadaan pakaltin dnas Te!laksanonya 40orong 24.500.000 40 orang 24.500.000,00 24.500.000.00 
beserta pe<1engi<8pa""Y" pengadaan pakaian 

' clnas khusus 
lnspektorat 

3. Meringkatnya 4 PENINGKATAN l<APAS1TAS Peruntaee 100% 460.000.000 100% 460.000.000,00 450.000.000,00 j Akl.rn8~1U1sl(jne<ja SUMBERDAYA peningkatan 
lnstansl Pemer1nteh APARATUR kapHitH 

sumberdaya 
aparatur 

4.1 Pendltikan den PE-iatihan Menlngkatnya SOM 45 orang 450.000.000 45 orang 450.000.000.00 
Formal Apan,11,r lnspektorat 

1. Meringkatnya Kuoltas 5 PROGRAM PEN~~GKATAN ProHntHe NHP 66% 3.178.286.750 66% 3.17B.2B0.760,00 71% 4.203.500.000,00 86% 7.441 .786.750,00 
Sistem Keuangan Daerah S1STEM PENGAWASAN tepat waktu dan 

INTERNAL DAN tlndak lanjut atas 
PENGENDAUAN rekomendHI 

l PELAKSANAAN 
KEBIJAKAN KOil 

2. T~\11,jioyah 5,1 Pelaksanaan P8fl{ aWl!IISM Tercapolnya 55 0brik 2.300.386.780 55 Obrik 2.300.388.780,00 55 0brik 2.380.000.000,00 550brik 4.660.386. 750.00 .I 
Bebas Kor\lp~ Internal secera beji(ate pemeflksaan pada 

obyek pemeriksaan 
(obl1k) 

3. Meringkotnya 5.2 Penanganan kaSU:i Terlaksananya 10kasus& 70.000.000 10kasus 70.000.000,00 10 kasus 50.000.000,00 10kaSU5 120.000.000,00 
Akl.rn8bll tul(jnerjll pengadi8n cl Nngll,ungan penyeles!llonjtmoh pendo~ngon & & & 
lnstansl Pemef1ntah pernor1ntah ctoerah penanganan kasus -~ -~ ~ 

pengawan dan ngon ngon ngon 
pendo~ngon kasus 

5,3 Koordnasi ~san yang Tor1eksananya 1 getar 88580.000 1 getar 88580.000,00 1 getar 70.000.000,00 1 getar 138.580.000,00 
le~h kon'l>rehensl ' frekuensl koordnasi pengawason pengawa pengawas -pengewasan yang clan 2 ent'y sandan 2 andan 2 sancton 

leolh kon'l>rehensll meetlngBPK ent'y ent'y 2 ent'y 
RI meeting meeting meeting 

BPKRI BPKRI BPKRI 
5,4 Revtu laporan ketiangan Jt.lTll8h LHP Reviu 1 LHP 23.800.000 1LHP 23.800.000,00 1LHP 23.500.000,00 1 LHP 47.000.000,00 

ctoerah yangleftllt 

5,5 Revlu Laporan Klr erja lnstansl Jll'liah LHP Reviu 56 DokLmen 23.800.000 56 23.800.000,00 56 20.000.000,00 56 43.500.000,00 
Pemerlntah (mP SKPD) yangleftllt leporon DokLmen DokLmen DokLmen 

leporon laporon iapOran 

5,6 Ev!llJasl l~""",tasl SAKIP Jt.ll"iah LHP Reviu 56DokLmen 233.800.000 56 233.800.000,00 56 30.000.000,00 56 263.500.000,00 
SKPD I Perilelon Mondin yangleftllt laporon DokLmen DokLmen DokLmen 
Roformasi Bl~sl J leporon iapOran loporon 

5.7. Reviu RKA Awol fi KA Jimah RKA yang di 56RKA 33.500.000 56RKA 33.800.000,00 56RKA 30.000.000,00 56RKA 63.500.000,00 
Perubahen Reviu (2 kai ReviuJ 



1 
, 

' • ' . , . • 10 11 12 I] " IS 16 17 18 ,. 20 21 22 23 ,. 
5.8. Rencane AAsl Daenm Tereelsaslnya 4 Dokl.men 25.350.000 4 25.350.000,00 • 50.000.000,00 4 75.350.000,00 

Pencegohan dan Rencana Aksl Oaerah laporan Dokl.men Dokl.men Dokl.men 

P..,.,.,.,,,.sanl<On.!>5' Pencegahan den lapon,n lapon,n tapon,n 

(RADPPK)/ Penc;ogahan & P-san 
Pemberantasan l'<D!wsl Kon.l)sl (RADPPK) 

5.9. Setuen Tugas Sar,u Berslh T ertaksananya 4kal ol00.000.000 4 kal 400.000.000,00 4kal 750.000.000,00 41<111 1.150.000.000,00 

Pu1gutan Uar (SABER soslalisasl Sapu soslaDsasi 12 soslalsa sosialsas SOSlalsa 

PUNGLI) Bersih F\J'vltan Liar buan si 12 I 12 btJan si 12 
buan buan 

5,10 Pendldkandan Pertatlhan Menlngkalnya SOM 45orang 450.000.000,00 45 orang 450.000.000,00 
"---• I 

5,10 PelaUhan Pengembangan J- tenaga yang 2kal 350.000.000,00 2kai 350.000.000,00 

Tenaga Pemer1ksta dan menglk\JU Binlel< PKS, ~-12 ~nlek 12 

Aperalls Porjerjeng8n pejabal kal PKS/ kal PKS/ 
1"1gsional, perilalan FGD FGD 

angka kredt dan FGD 

5,11 Penllalan Mardrl Reformasl Laporan PMRB Kab 1 30.000.000,00 1 30.000.000.00 

Biromsi dan Revlu PMPRB Lapon,n Laporan l 
CPD PMPRB PMPRB ' 

Kab & 33 Kab&33 
Lapon,n Laporan 

CPD CPO 

5,12 Penllalan Zone lntegttas ZI belj)redkal WBK 10PO 30.000.000,00 10PD 30.000.000,00 

mor..,Vllllayahs,t,as 
Kon.l)sl (WBK) / V~loyah 
Birolo'asi Basih M<Jtayan 
(WBBM) 

5,13 Penanganan Slstem Perneruian kebuUlan 100PD 30.000.000,00 100PD 30.000.000,00 

Pengawasan lnter(l81 SPIP 
Pemerinlah ( SPIP ) 

2. T""""""1Y9Vllllayah 6 PENINGKATAN PresentHI pegawai 100% "'10.000.000 "'10.000.000@_ 
Babas KooJpsi PROFESIONALl4ME yang mengikutl 

TENAGA PEME1'IKSA DAN pelatlhan 
APARATUR 

6.1 Pelatihan Pengembangan Jtmah tenaga yang 2kal ~- 400.000.000 2kal 400.000.000,00 
TenogaPernent<sJdan mengik\JU Binlel< PKS, 12 kal PKS/ ~-12 
Aperau Penga,..san Pecjerjengan pejabal FGD kal PKS/ 

fll'lgSional, pefiitlan FGD ' 
angka kn!d1 dan FGD ' 

3. Menlngkalnya Kualtas T. PROGRAM PENVNJANG Persentaee li!!!li li!!!li zzn121ga22 li!!!li ll~lffl:~22 li!!!li 11Zll~l2~22 100% 20.951.145.78',00 li!!!li ZHll21Zli22 
SAKIP Perangkat Daerah URUSAN PEMEl!INTAH pemenuhan : 

DAERAH penunjang uruun 
KABUPATEN/KQTA pemerintah 

7.1 Perencanaan, Penganggaran, Persentase 100% 100% 200.000,000.00 100% 25.100.000,00 100% 50.000.000,00 100% 275.100.000.00 100% 50.000.000,00 

den Eval.18sl Klnerja ter1aksananya 
Perongkat Daora~ pe«lf1Clll180n 

penganggaran d:an 
evakJasi 

7.2 Acinlnlstrasl Keuangan 100% 100% 4.065.209.100,00 10/)'J(, 5 .518.437.869,QO 10/)'J(, 5 .518.437.869,00 100% 16.002.084 .838,00 100% 5.518.437.869,00 

Perar'9C8t oaerar; Persentase 
tertaksananya ........ ,..., _.__...,_·, ._ . . _____ 

7.3 Mntnstrasl KepegawaJon Persentase 100% 100% 1.148.365.200,00 10/)'J(, 117.918.5CO,OO 1oo,;; 100.000.000,00 100% 1.366.283.700,00 100% 746.313.400,00 

Perangkat Daera~ tenaksanenye 
acmlnistrasl ._ .. _, __ 

7.4 Adninstrasi uoun Perangkat Persentase 100% 100% 936.867.215,00 10/)'J(, 414.81U40,00 10/)'J(, 416.808.440,00 100% 1. 768.492.595,00 100% 808.375.500,00 

Daerah 
~ - -

7.5 Pengadaan Barling MIik Persentase 100% 0% ,oo,;; t5.856.5C0,00 "" •~.000.000,00 100% 180.856.500,00 0% 

Daenih P~ Urusan tel1aksananya 
P-1ntah oa..,i, pengadaan barang 

nilkdaerah 

7.6 Penyedaan Jasa Perviang Persentase 100% 100% 116.~7.383,00 f()/)'J(, 130.081.794,00 1oo,;; 130.081.1~,()() 100% 376.820.971 ,00 100% 120.000.000,00 

Urusan Pemertntahan Deereh tersedianya jasa 
ponrjang 

7.7 Pemelharaan Bar11ng MIik Persentase 100% 100% 432.010.160,00 f()/)'J(, 259.274.300,00 1oo,;; 290.222.700,00 100% 981 .507.160,00 100% 455.000.000,00 

Oaerah Penu,Jal'l{I Urusan terpelharanya barang 
Pemefintahen Oatrah nilk daerah peru,jang 

LnJSan 

2. Manngkalnya Nllal B. PROGRAM Persentase LHP dan """" t ~U.!ill i~ ml 8611 ~~11 ~HG222 11,IN ! Zll ~44: lHQQ BT% 12.142.192.IMIS,OO 1N,M ~23~44:lHQQ 
Mall.lites SPIP PENYELANGGAj!AAN LHE tepat wak1u clan 

PENGAWASAN tlndaklar;.,tatas 
lo~~-~ 

8.1 Penyelenggaraan Jll'lieh LHP den LHE 84 laporan 84 4.317.461.930,00 85 3.236.351 .850.00 87 4.131 .324.185,00 87 11 .685.137.965.00 88 4.131 .324.185.00 

Pengawasan lnterf181 tepa1 wak1u dan Hndak lapon,n tapon,n lapon,n laporan lapon,n 

1
~r;rtatas 

8.2 Penyeionggaraan Persentase 100% 100% 251.940.000,00 1,00 125.115.000,00 1,00 00.000.000,00 100% 457.055.000.00 100% 105.000.000,00 

Pengawasan ~•n T..,_,, tel1aksananya 
Tert8nl.l pengawasen dengan 

T .... nTert8nl.l 

JlfNfAA W!-IEICfOAAl .,)AfMMt kAfl A "f 'A.SURVNt l0l8-40i 



JO II 12 " 14 15 16 17 18 19 ,0 21 " " 
,. 

1. Moringl<atnya 9. PROGRAM PERVMUSAN Peraent■N 100% :t.m 2&2 !2QQ QQQ gg :t.m H..4Q2~Qg :t.m ~Q!!QQQQQg 100% 294.400.000,00 :t.m ~Q!mQIZ.QQQg 
Akl.ntabil tas Klne,Ja KEBIJAKAN, pemenuhan 
lnstansl Peme<1n!ah PENDAIIIPINGA~ DAN perumuu n 

ASISTENSI Kebljakan, 
JHtndamplngan dan 
Aeleten■I yang 
m4M'n8dal 

9.1 PendaJrl)lngan dap Aslstensl Pe<sentase 100% 100% 240.()()().000,00 100,,, 14.400.000,00 100% 40.()()().000,00 100% 294.400,000,00 100% 40.000.000,()() I te<1oksananya 

I pendalrj>lngan don -~-

t♦M 



6.2 RENCANA PROGAM, KEGIATAN PENDUKUNG PROGRAM UNGGULAN 
DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

agar lebih menarik, mudah dikenal dan diingat masyarakat, Bupati dan 

Wakil Bupati telah menetapkan beberapa "program unggulan". Program 

u nggulan tersebut dikemas dalam susunan katajbahasa yang menarik 

semacam "jargon" yang telah disampaikan pada masa kampanye. 

Program unggulan tersebut secara operasional teridentifikasi melalui 

program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah 

sai&t1 satUT.(ya Pl't>gra111 Kenchn---en ivias rtengan Pfograrr1 penm::tku-11.g dari 

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu Pembinaan dengan 

kegiatan pendukung Klinik Konsultasi (couching clinic). 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) 

tahun Kedepan sebagai kurnit1r1.en unt~aK u1endukung pencapaian tujuan 

dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 untuk 

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. 

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 

terdapat 5 Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-5 

Misi yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 

melaksanakan misi ke-4 dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan 

tat1ur1 Wlo - 2023, yai:tu ~ 

Misi ke 4 (empat) 

Tujuan PD 

indikatur ·1ajuar1 

Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang 

mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan 

publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan 

demokratis yang berbasis pada teknologi informasi 

Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja 

dan Keuangan Daerah 

1. N"ilai SAKiP 

2. Opini BPK 

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten 

Pasuruan adalah sebagai berikut: 

Sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Indikator Sasaran 

Pemerintah 

2. Merd:ng'K."Eta1.-ya Niiai iviaturha.'8 SP-IP 

3. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah 

1.1. Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD 

Dengan Nilai Minimal BB 

2.1. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan 

SPIP Secara Efektif 

3.1 Nilai SAKIP PD (Inspektorat Daerah) 
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Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Konclisi 
Kondisi !C•.n.erja 

pada Kinerja 

No. Indikator awal 
Target Capaian Setiap Tahun pada akhir 

periode periode 

RPJMD RPJMD 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(2023, 

1 
I 

6 7 8 9 2 3 4 5 

Tahun 2019 
1. Persentase temuan hasil 85% 90% - - - - -

pengawasan APIP yang 
ditindaklaniu ti 

'2. Persentase temuan hasil EUo/o 8T0Jo - - - - -
pemeriksaan exsternal (BPK) 
yang ditindaklaniuti 

3 . Persentase nilai temuan 
kerugian yang ditindaklanjuti 
/ dikembalikan. k e kas 
daerah sesuai hasil 
pemeriksaan 
API P 50% 65% - - - - -

BPK 60% 70% - - - - -

4_ Persentase penangaru.m 100%1 60% - - - - -
pengaduan masyarakat yang 
ditindaklanjuti 

5 . Persentase kategori hasil 29% 30% - - - - -
evaluasi SAKIP OPD dengan 
nilai minimal BB 

6 . Nilai hasu Penilaian Mandiri 60,67 62 - - - - -
Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi (PMPRB) di OPD 

Tahun 2020 - 2021 (Jan-Sept, 

1. OpiniBPK WTP WTP WTP - - - -

2. Indeks Persepsi Korupsi 3 ,52 3 ,52 3 ,6 - - - -
3 . Nilai SAKIP OPD (Inspektorat 70 75 80 - - - -

Daerah) 
Tahun 2021 - 2023 (Mulai 

Oktober 20211 
1. Persentase Kategori Hasil - 30% 30% 55% 65% 70% 70% 

Evaluasi Sakip OPD Dengan 
Nilai Minimal BB 

2. Persentase Perangkat Daerah - - - 12% 35% 45% 45% 
Yang 1vtencrap~ an SPf P 
Secara Efektif 

3. Nilai SAKIP OPD (Inspektorat 70 71 80 82 83 84 84 
Daerah) 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Reviu Rencana Strategis Inspektorat Daerah (Renstra lnspektorat 

Daerah) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan 

Kegiaum yang 1.eiai� m'tetapkan yang �lanjutnya daiam Rencana Kerja. 

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan 

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu 

Renstra lnspektorat Daerah disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan 

RPJMD Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat 

Sekretaris Daerah 

A-si'sten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Inspektur Daerah 

Kabag. Hukum 

Sekretaris Inspektorat 
Daerah 
Kabid. PPM 
Ba litban da 

Tanggal 

BUPATI PASURUAN,

 ttd.

M. IRSY AD YUSUF
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